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Keberadaan perusahaan startup di Indonesia mencatat perkembangan positif. 
Perkembangan ini didukung dengan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan tingkat 
penetrasi internet yang semakin tinggi. Bisnis startup di Indonesia dari data statistik 
kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) menunjukkan peningkatan tiap 
tahunnya. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta 
semakin baiknya jaringan infrastruktur komunikasi. Ekonomi berbasis elektronik 
mempunyai potensi yang tinggi bagi Indonesia, dan merupakan salah satu tulang 
punggung perekonomian nasional. 
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk Mengkaji Problematika Tentang Pendirian 
Perusahaan Start-Up di Indonesia dalam prespektif hukum bisnis. (2) Untuk Mengkaji 
upaya hukum yang dapat di lakukan dalam menyelesaikan problematika pendirian 
perusahaan Start up. 
Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian 
hukum normatif yang bersifat deskriptif. adapun bahan yang di jadikan sumber penelitian 
berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) 
dan analisis secara kualitatif. 
Perusahaan Start-up di Indonesia masih banyak melanggar pada masalah 
pendirian banyak beberapa faktor yang mempengaruhi oleh karena itu untuk mendirikan 
perusahaan start-up perusahaan harus melengkapi sesuai regulasi yang berada di negara 
tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi dan 
bagi mahasiswa,akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di Lingkungan 
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 












The existence of startup companies in Indonesia has recorded positive developments. 
This development is supported by the quality of information technology infrastructure 
and the higher level of internet penetration. Startup businesses in Indonesia from 
statistical data on electronic commerce (e-commerce) activities show an increase every 
year. This is in line with the development of information and communication technology 
as well as the better communication infrastructure network. The electronic-based 
economy has high potential for Indonesia, and is one of the backbones of the national 
economy. 
This study aims (1) to examine the problems regarding the establishment of start-up 
companies in Indonesia in the perspective of business law. (2) To examine the legal 
remedies that can be taken in solving the problems of establishing a Start-up company. 
The method used in writing this thesis is a descriptive normative legal research method. 
as for the material used as a research source in the form of secondary data obtained 
through library research (Library Research) and qualitative analysis. 
Start-up companies in Indonesia still violate a lot of issues regarding the establishment of 
many factors that influence, therefore to establish a start-up company the company must 
complete according to the regulations in that country. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become information material and 
for students, academics, practitioners and all parties in need in the Faculty of Law, 
Pancasakti University, Tegal. 

















“Lebih baik menjadi orang sukses daripada orang pintar karena orang 
pintar belum tentu sukses tetapi orang sukses sudah pasti pintar” 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan bisnis start-up di Indonesia menunjukkan 
kecenderungan yang terus meningkat. Perusahaan start-up yang 
menggerakkan bisnisnya dengan bermodalkan infrastruktur teknologi 
informasi yang mumpuni, telah memberikan banyak kemudahan bagi 
masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa 
perusahaan start-up secara meyakinkan sudah berhasil merubah lanskap 
bisnis konvensional menjadi berbasis internet. Bisnis start-up terus 
berkembang meskipun banyak yang gagal. Hampir setiap saat muncul 
startupstart-up baru dari penjuru dunia termasuk Indonesia yang 
merupakan salah satu pasar yang sangat menarik, namun belum 
dioptimalkan secara maksimal. Pengguna Internet di Indonesia telah 
mencapai 133 Miliar, dan tentunya akan terus bertambah setiap tahunnya. 
Selain itu daya beli masyarakat juga meningkat sesuai dengan pendapatan 
per kapita masyarakat yang naik. Hal ini secara tidak langsung ikut 
memengaruhi perkembangan industri digital.1  
   Bagi pemilik bisnis online tentunya data tersebut merupakan sasaran 
pasar yang menggiurkan, mengingat mayoritas pengguna Internet selain 
mereka aktif dalam media sosial,mereka juga aktif dalam perdagangan 
                                                             
1 Ardiansyah  Tesis “Tantangan hukum dan Peran pemerintah dalam perkembangan 
bisnis start-up e-commerce di Indonesia”  Jurusan Magister Teknik Elektro, Fakultas 




online (e commerce). Perkembangan Internet yang pesat juga dipengaruhi 
oleh infrastruktur teknologi informasi yang menyediakan akses Internet 
yang menyeluruh dan cepat. Mengingat penggunaan internet di Indonesia 
yang semakin naik dari tahun ke tahun merupakan suatu lahan untuk 
mendirikan sebuah startup,  di Indonesia sudah banyak bermunculan bisnis 
start up diantaranya Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dll. Ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam membuat bisnis startup yaitu salah satunya 
tim yang solid, karena dengan adanya tim yang solid ini akan 
memunculkan suatu ide-ide baru yang kreatif dan inovatif.2  Start-up, 
istilah yang terdengar tidak asing lagi, juga familier di kalangan pebisnis. 
Istilah ini memang diserap dari bahasa Inggris, yang berarti tindakan atau 
proses pengaturan suatu (bisnis) yang tengah bergerak. Istilah Start-up 
biasanya merujuk pada perusahaan rintisan yang masih berada dalam fase-
fase pencarian pasar. Jelas bahwa perusahaan yang dimaksud tersebut 
bukanlah perusahaan besar, melainkan perusahaan yang masih dalam level 
pengembangan dan penelitian. Beberapa tokoh telah mendefinisikan start-
up sebagai berikut, diantaranya adalah:3 
1. Paul Graham: “Startups usually involve technology, so much so that 
phrase ‘high-tech stratup’ is almost redundant. A startup is a small 
company that takes on a hard technical problem. Economically, you can 
                                                             
2 Aryan Eka Prastya Nugraha. “Start Up Digital Bussines:Sebagai Solusi Pengerak 
Wirausahawan Muda”,Jurnal Nusantara aplikasi Menejemen  Bisnis,Volume 2,Nomor 
1,Mei,2017.hal.1. 





think of a startup as a way to compress your whole working life into a 
few years. Instead of working at a low intensity for forty years, you work 
as hard as you possibly can for four. This pays especially well in 
technology, where you earn a premium for working fast.” 
2. Eric Ries: “A startup is human institution designed to create a new 
product or service to confront situations of extreme uncertainty. To open 
up a new business that is an exact clone of an existing business all the 
way down to the business model, pricing, target costumer, and product 
may be an attractive economic investment.” 
     Hadirnya internet sebagai tumpuan utama teknologi banyak 
diaplikasikan oleh perusahaan start-up. Terlebih perusahaan start-up tidak 
lepas dari aspek pemanfaatan teknologi termodern, termasuk modern 
management. Pemanfaatan teknologi termodern atau Technological 
development oriented. Sangat mustahil jika usaha yang dijalankan oleh 
seseorang akan berkembang dengan pesat tanpa melibatkan teknologi dalam 
usahanya. Pelibatan teknologi dalam setiap usaha menjadi suatu keharusan. 
Oleh sebab itu maka para pelaku usaha juga sudah sewajarnya memiliki 
karakter selalu berorientasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini akan 
menyebabkan para pelaku usaha bersedia untuk memasukkan teknologi 




efektif dan efisien, yang pada akhirnya dalam jangka waktu yang panjang 
akan meningkatkan keuntungan usaha.4 
Ada informasi mengenai karakteristik dari sebuah perusahaan yang 
dapat di golongkan sebuah start-up. Beberapa karakteristik perusahaan start-
up tersebut diantaranya:5 
1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun.  
2. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang.  
3. Pendapatan kurang dari $100.000/tahun.  
4. Masih dalam tahap berkembang. 
  5. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi.  
  6. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital.  
  7. Biasanya beroperasi melalui website. 
       Dari karakteristik tersebut mungkin nampak bahwa start-up lebih 
condong ke perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan web. Namun 
faktanya memang seperti itu, kini perkembangan perusahaan yang lazim 
dilabeli nama start-up adalah perusahaan yang berkenaan dengan dunia 
teknonologi dan online.6                  
                                                             
4 Subagyo, Ahmad et all, Kewirausahaan untuk bisnis Start-up, Jakarta: Mitra Wacana 
Media. 2018, hal. 26 





Namun sejatinya membuat sebuah startup itu tidak mudah, meski 
terlihatnya sangat mudah. begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. 
Diantaranya adalah perhatian perihal aspek hukum yang berkaitan yaitu 
peraturan dan perudangan diatas. Sehingga jika ingin membuat sebuah 
usaha startup sebaiknya dipikirkan baik-baik agar usaha startup dapat 
berjalan supaya diatur dengan hati-hati. Dikarenakan aspek hukum menjadi 
pijakan penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan seluruh 
proses bisnis yang dijalani. Maka dari itu antara perusahaan dan hukum 
harus berjalan beriringan. Tidak terkecuali bagi startup, meski baru 
didirikan, perusahaan harus tetap tata pada hukum yang berlaku. Sifat 
tersebut yang perlu di displinkan sejak dini, seperti hanya agar ketika bisnis 
sudah membesar tidak kelabakan saat menghadapi perpajakan,karena pajak 
sangat berpengaruh bagi reputasi perusahaan dan pajak menunjukan 
kredibilitas perusahaan yang baik serta menunjukan sehatnya keuangan 
perusahaan apabila perusahaan dapat menerapkannya maka investor bakal 
datang dan percaya pada perusahaan tersebut Dengan mematuhi undang-
undang yang berlaku dan yang berkaitan dengan bisnis startup mesti 
diperhatikan demi mendukung kemajuan dunia usaha. dari hal-hal diatas 
penulis, tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “PROBLEMATIKA 





B. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang   
perlu dikaji, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana Problematika hukum Pendirian Perusahaan Start Up di 
Indonesia  
2. Bagaimana upaya hukum untuk menyeselesaikan problematika 
pendirian perusahaan Start Up ? 
C. Tujuan Penelitian 
   Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk Mengkaji Problematika Tentang Pendirian Perusahaan Start Up 
di Indonesia dalam prespektif hukum bisnis. 
2. Untuk Mengkaji upaya hukum yang dapat di lakukan dalam 
menyelesaikan problematika pendirian perusahaan Start up. 
D. Manfaat Penelitian 
    Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan 
kajian Ilmu Hukum untuk pemerintah Indonesia serta dapat memberi 
masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis tentang pengaturan hukum 





2. Manfaat Praktis 
     Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 
memahami tentang problematika pendirian perusahaan start up 
Penelitian ini juga sedapat mungkin  dilakukan agar dapat dimanfaatkan 
dalam rangka mengembangkan Ilmu di Bidang hukum tepatnya dalam 
problematika yang terjadi pada saat mendirikan perusahaan Start 
Up,serta merubah mindset anak muda di Indonesia untuk mendirikan 
sebuah perusahaan. 
E. Tinjauan Pustaka 
   Untuk melakukan suatu penelitian maka diperlukan dukungan dari hasil 
penelitian yang telah ada sebelumnya. Untuk memberikan gambaran 
penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis secara garis besar 
akan mengemukakan beberapa penelitian terkait Start Up sebagai berikut: 
1. Skripsi Vicky Iffah dari program studi S1 Ekonomi Islam 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unniversitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang 2018 yang berjudul “Analisis Strategi 
Bisnis E-commerce Perusahaan Startup Digital di Ijadfarm 
Surabaya” dengan kesimpulan bahwa Strategi bisnis E-
commerce yang telah diaplikasikan startup digital Ijadfarm 
Surabaya yaitu dengan pendekatan Integrated Marketing 
Communication (IMC) berupa platform website dan media 
sosial seperti Facebook, Instragram serta Line. Platform 




bermanfaat. Jenis shopping cart yang didesain dengan 
menyajikan katalog produk beserta informasi harga dan 
gambar. Untuk mendukung proses transaksi di Ijadfarm, 
aplikasi media sosial yang dipilih Ijadfarm untuk mendukung 
promosi produk adalah Facebook, Instagram dan Line. Selain 
memperkenalkan dan menjual melalui sistem online, Ijadfarm 
juga memiliki public relation sistem offline yaitu bekerjasama 
dengan BULOG dan HO-RE-KA.7 
2. Skripsi Fitrah Dwi Wahyu Septian  Program Studi 
Managemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 yang berjudul 
“Keputusan Mendirikan Start Up Bisnis Kreatif (Studi Kasus 
Bisnis Kreatif Sidoarjo)”  dengan kesimpulan Pada dasarnya 
setiap orang dibekali dengan kemampuan yang disesuaikan 
dengan kapasitas yang dimilikinya, dan untuk mengetahui 
kemampuan apa yang dimiliki oleh seseorang, perlu adanya 
ketekunan dalam menggeluti suatu kegiatan yang dirasa hal 
tersebut sesuai dengan kompetensinya. Pentingnya mengetahui 
kemampuan diri sendiri adalah bekal yang harus dimiliki oleh 
calon pebisnis kreatif. Kemampuan akan mengantarkan 
seseorang dalam memberikan kesadaran untuk mendirikan 
bisnis sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. 
                                                             
7 Vicky Iffah, “Analisis Strategi Bisnis E-commerce Perusahaan Startup Digital di 





Dalam penelitian ini, kemampuan seseorang dikategorikan 
menjadi tiga hal, yang pertama softskill dan hardskill. 
Kemampuan softskill di diskripsikan sebagai kemampuan 
seseorang secara interpersonal dan intrapersonal yang 
menjadikan bekal dalam mendirikan bisnis. Kemampuan 
hardskill di diskripsikan sebagai kemampuan teknis yang di 
dapat dari pengalaman baik akademis maupun non akademis.8 
3. Dari Jurnal Hudi Karno Sabowo yang berjudul “Aspek Hukum 
mengenai bisnis Start-Up guna mendukung dunia usaha” 
Dengan kesimpulan penelitian Start-up merupakan tren bisnis 
terkini yang di minati masyarakat di seluruh belahan dunia 
termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.Dalam 
Bisnis Start-up penting untuk mengutamakan ke hati-hatian 
dalam menggunakan teknologi. Sumber Daya Manusia (SDM) 
serta tuntutan ketertiban dalam pembayaran pajak. Diperlukan 
manajemen yang baik dan sehat secara keseluruhan dalam 
menjalankan usaha.Aspek hukum yakni mematuhi undang-
undang yang berlaku berkaitan dengan bisnis Start-up mesti di 
perhatikan demi mendukung kemajuan dunia usaha9 
                                                             
8 Fitrah Dwi Wahyu Septian, “Keputusan Mendirikan Start Up Bisnis Kreatif (Studi Kasus 
Bisnis Kreatif Sidoarjo”,Skripsi Sarjana Ekonomi,Surabaya:Universitas Negeri Sunan 
Ampel,2018. 
9 Hudi Karno Sabowo. “Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start Up Guna Mendukung Usaha” 




             Dari Penelitian di atas dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan 
dengan penelitian ini. Dari keseluruhan penelitian di atas, tidak terdapat 
persamaan yang signifikan dengan penelitian penulis, hanya terdapat 
persamaan pada salah satu topik yaitu Start Up. Dalam penelitian ini, 
peneliti lebih fokus untuk menggali tentang sebuah kemampuan seseorang 
dalam mendirikan bisnis Start Up. Sedangkan penelitian yang akan penulis 
lakukan lebih ke arah problematika pada saat mendirikan sebuah 
perusahaan Start Up yang ada di Indonesia menurut hukum yang berlaku. 
Sebab, dengan adanya persamaan topik atau fokus penelitian, maka 
penulis akan lebih mudah mendapatkan referensi dalam penelitianya. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian 
untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang 
diajukan.10 Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan 
maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan adalah data dasar 
yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data 
sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.11  Penelitian ini 
                                                             
10 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.51 
11 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Pt. Raja Grafindo 




termasuk jenis penelitian kepustakaan karena menggunakan data sekunder 
yang berupa bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, literatur, 
jurnal, serta buku-buku mengenai Start Up, dan Perseoran Terbatas. 
2. Pendekatan Penelitian 
      Pendekatan penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini 
adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah  meninjau 
permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut 
hukum yang berlaku).12 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
yaitu karena penulis akan bertitik fokus pada norma hukum positif berupa 
Peraturan Perundang-undangan terkait tinjauan Yuridis terhadap 
Pendirian Perusahaan Start Up menurut Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 Tentang Perseoran Terbatas. 
3. Sumber Data 
     Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan 
penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber 
data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 
langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik 
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.13  
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena dalam 
menyusun skripsi ini juga akan menggunakan bahan-bahan primer, yaitu 
diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran 
Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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Kemudian bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, skripsi, 
jurnal, karya ilmiah hasil penelitian terdahulu dan sejenisnya yang 
berkaitan dengan Problematika Pendirian Perusahaan Start Up dalam 
prespektif hukum bisnis. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
studi kepustakaan tehadap bahan-bahan hukum. Metode Kepustakaan 
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian.14  
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan karena informasi dan 
data yang diperoleh penulis bersumber dari buku-buku terkait penelitian, 
Undang-Undang, dan informasi tambahan yang diperoleh secara online  
melalui internet. 
5. Metode Analisis Data 
       Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  
analisis data kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data secara 
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 
tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.15 
Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk 
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang 
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bersifat umum.16  Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena 
dalam penelitian ini penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-
undangan tentang Perseoran Terbatas dan Hak Cipta.Dimana dari 
keseluruhan data sekunder akan dianalisis dan disusun dengan sistematis 
dan digabungkan antara data satu dengan data lainnya yang nantinya 
hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan disusun dalam 
kesimpulan penelitian ini. 
G.  Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus 
adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi 
halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman 
persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, 
daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu: 
Bab I PENDAHALUAN 
Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan 
latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. Urutan penulisan pada Bab I sebagai berikut : 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
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E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematikan Penulisan 
Bab II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan 
memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. Urutan 
penulisan pada Bab II sebagai berikut: 
A. Pengertian Perusahaan 
B. Bentuk-bentuk Perusahaan 
C. Pengertian Perusahaan Start-up 
Bab III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, 
dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak lebih jelas 
bagaimana disusun sesuai dengan urutan-urutan permasalahan dalam 
pembahasan yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual. 
Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut : 
A. Problematika yang terjadi saat pendirian Perusahaan Start-up 








Bab IV PENUTUP 
Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya 












A. Pengertian Perusahaan 
Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib 
Daftar Perusahaan, tedapat peraturan-peraturan lain yang menjelaskan 
definisi mengenai perusahaan antara lain Undang-Undang No. 1 
Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c 
menjelaskan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, 
yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau 
laba”. Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang 
Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa.  
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan 
secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan 
dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan 
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia.” 
Sedemikian menarik kajian perusahaan dari jaman pemerintahan 
belanda sampai saat ini, sehingga banyak pendapat lain yang memuat 
materi ini dengan berbagai macam pandangan. Pertama perumusan 




memori jawaban kepada parlemen di Netherlands menafsirkan 
pengertian perusahaan itu  sebagai berikut, barulah dapat dikatakan 
adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak 
secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam 
kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.17 
Dalam pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu 
adalah pengertisn ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan 
adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukab secara terus menerus 
bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan 
memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan 
perjanjian-perjanjian perniagaan.18 Pendapat Molengraaf ini 
menjelaskan mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan yang lebih 
merujuk pada aspek ekonomi dan aktifitas perusahaan.  
Polak tidak memberikan pengertian perusahaan tetapi 
mengemukakan sejumlah syarat supaya disebut sebagai perusahaan 
yaitu bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba dan rugi yang 
dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.19 
Pandangan Polak ini juga tidak jauh dari sisi komersil, sama halnya 
dengan Molengraaff. Apabila diamati pandangan para ahli dan 
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pembuat KUHD di atas yaitu melihat perusahaan dari sisi aktivitasnya 
(bedriff and business).Adapun menurut pendapat sarjana lain seperti 
C.S.T Kansil, Rachmadi Usman, dan Abdulkadir Muhammad. 
Kemudian C.S.T Kansil memberikan definisi yang sangat singkat 
mengenai perusahaan. Perusahaan menurut menurut C.S.T Kansil 
adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD, 
seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha.20 
Hal ini berarti bahwa Kansil menyetujui istilah yang dikemukakan 
oleh KUHD, namun memberikan istilah lain, bahwa yang menjalaskan 
perusahaan disebut sebagai pengusaha. usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, 
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 
Rachmadi usman menilai pengertian di atas meliputi bentuk usaha 
(company) dan sekaligus jenis usaha (business). Oleh karena itu 
Perusahaan adalah “badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang 
perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan 
secara terus menerus atau teratur (regelmatig), terang-terangan 
(openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba 
(wintsoogmerk).”21 Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka 
perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan 
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menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh 
keuntungan atau laba. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, pekerjaan (beroep) adalah 
istilah yang memiliki pengertian lebih luas dari pada pengertian 
perusahaan (bedriff). Tidak semua orang menjalankan pekerjaan itu 
menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang 
menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga.22 Berdasarkan 
pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa struktur perusahaan 
mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang tidak 
terlibat langsung dalam menjalankan pekerjaan di perusa 
B. Bentuk-Bentuk Perusahaan 
Berlatar belakang negara Indonesia sejak jaman kerajaan sudah 
menjadi pusat perdagangan di mana saat itu para pedagang di gerakan 
secara masing-masing pada setiap individu hingga sekarang ini jaman 
perkembangan teknologi dan komunikasi didukung dengan sangat 
pesatnya perkembangan di tanah air,maka semakin banyak dari 
kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendrian dalam mendirikan 
sebuah perusahaan,melainkan kebanyakan dari mereka bersama-sama 
mendirikan sebuah persekutuan-persekutuan atau perseroan-
perseroan.maksud dari para pengusaha itu bersatu dalam mendirikan 
persekutuan adalah agar bekerja sama secara teratur agar terciptanya 
sebuah tujuan bersama,yakni sebuah tujuan sebuah perusahaan dapat 
                                                             





mendapatkan sebuah keuntungan secara sebesar-
besarnya.persekutuan-persekutuan ini dapat berbentuk berupa 
perseroan komantider, perseroan firma serta perseroan terbatas.dalam 
pengertian perusahaan,maka setiap pengusaha bertindak secara terang-
terangan dan terang-terangan.bertindak terang-terangan memiliki 
sebuah arti,bahwa tindakan-tindakan para pengusaha harus dapat di 
ketahui oleh pihak ketiga, Oleh umum dengan cara melakukan 
tindakan menyebarkan sebuah pengumuman-pengumuman dengan 
cara tertentu. Oleh karena itu badan-badan baru yang didirikan oleh 
para pengusaha yang bersatu menggabungkan usahanya sendiri,di 
jelaskan oleh KUHD dan peraturan-peraturan yang berkaitan di 
haruskan taat kepada ketentuan mengenai pengumuman. 
 Mengenai perseroan firma,pengaturan pengumumannya diatur 
pada Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD,  yang antara lain di nyatakan 
bahwa pada perseroan firma di wajibkan mendaftarkan akta pendirian 
dalam pendaftaran pada pengadilan negeri dan setiap orang di ijinkan 
memeriksa akta pendaftaran tersebut serta diwajibkan diumumkan 
dalam berita negara.dalam penjelasanya demikian halnya. 
 Demikian halnya dengan sebuah perseoran terbatas yang menurut 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH-03 .AH.01.01 Tahun 2009 
Tentang Daftar Perseroan.Daftar perseroan diselenggarakan oleh 
Menteri Hukum dan Ham yang selanjutnya yang selanjutnya dalam 




perseroan, Menkumham dapat menugaskan kepada pejabat yang 
ditunjuk yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum.23penjelasan ini 
menjelaskan bahwa untuk menjelaskan kedudukannya sebagai suatu 
badan hukum,seperti perseroan firma ataupun perseroan terbatas 
makan harus melakukan pendaftaran berkaitan dengan pendirianya. 
 Sukardono berpendapat bahwa perseroan adalah suatu 
perserikatan yang bercorak khusus memiliki tujuan untuk memperoleh 
laba/keuntungan yang ekonomis.sedangkan menurut Subekti 
menganggap maatschap sebagai suatu bentuk kerjasama yang paling 
sederhana yang diatur dalam KUHPdt,sedangkan Tirtaamidjaja 
berpendapat bahwa maatschapyaitu sebuah bentuk pokok untuk 
perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga 
perusahaan-perusahaan yang diatur di luar KUHD. Kemudian 
Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan antara lain 
perserikatan perdata, persekutuan firma, dan perseroan terbatas oleh 
karena menurut beliau ketiga jenis perusahaan ini mengandung 
bermacam-macam kekhususan.24Pendapat  ini menggambarkan bahwa 
perseroan memili tujuan ekonomi di dalamnya yaitu berkaitan dengan 
pola kerja para anggota yang di naungi dalam suatu perusahaan. 
Adapun bentuk-bentuk sebuah perusahaan yang di jelaskan pada sub 
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bab berikutnya antara lain perusahaan perorangan (Usaha Dagang 
(UD)), Persero (Maatschap), Perseroan Firma (Venootschap Onder 
Firma), Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), dan 
Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap). 
a) . Perusahaan Perorangan (UD) 
Perusahaan perorangan atau usaha perorangan merupakan bentuk 
perusahaan yang sangat sederhana.Pada prakteknya sebutan untuk 
perusahaan perorangan menjadi bermacam-macam,terkadang sering di 
singkat dengan istilah usaha dagang atau di kenal dengan UD.  Jenis 
usaha perorangan belum terdapat aturan yang mengikat,jadi tidak ada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan dan 
pengelolaan perusahaan ini.Walaupun belum terdapat peraturan 
khusus yang mengatur tentang perusahaan perorangan jenis usaha ini 
di akui sebagai salah satu satu bentuk usaha di dalam undang-undang, 
misalnya Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 
Perusahaan dimana semua perusahaan wajib didaftarkan dan 
pendaftarannya di lakukan menurut jenis perusahaanya,salah satunya 
adalah jenis usaha perorangan ini.karena belum memiliki dasar hukum 
yang mengikat hal-hal yang berkaitan dengan usaha perorangan maka 
dalam pengelolaanya berdasarkan atas kebiasaan.berdasarkan 
namanya yaitu usaha perorangan maka dalam jenis usaha ini didirikan 
dan pengelolaanya hanya satu orang saja. Oleh karena belum terdapat 




pendirian, permodalan, pengelolaan kegiatan-kegiatan, hingga 
pembubaran tidak membutuhkan syarat-syarat formal tertentu. Untuk 
mendirikan usaha perorangan membuat akta pendirian bukan 
merupakan syarat mutlak.25 Usaha perorangan ini adalah usaha yang 
sering di pakai oleh kalangan masyarakat secara umum,karena tidak 
adanya syarat formal yang harus di penuhi oleh pengusaha. 
Pada jenis perusahaan ini tidak jelas antara pemisahan kekayaan 
usaha dan pemiliknya. Pada umumnya perusahaan perorangan 
bermodal kecil, terbatasnya jenis usaha produksi, memiliki tenaga 
kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi 
sederhana.26  Sehingga dapat diketahui bahwa tanggungjawab pada 
usaha perorangan disini bersifat pribadi,perkembangan usaha 
berbentuk perusahaan perorangan tersebut menjadi tanggung jawab 
pemilik usaha. 
b) Perseroan (Maatschap) 
Perseroan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur 
dalam KUHPdt, sehingga menurut Tirtaamidjaja perseroan adalah 
bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga 
yang diatur di luar KUHD.27  Hal ini mengandung pengertian,bahwa 
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peraturan-peraturan mengenai perseoran pada umumnya berlaku juga 
untuk perusahaan lainnya yang tidak menatur secara tersendiri. 
 Pengertian pada Pasal 1 KUHD bahwa peraturan-peraturan di 
dalam KUHPdt berlaku juga terhadap peraturan yang ada dalam 
Hukum Dagang.sepanjang KUHD dengan tegas menyatakan bahwa 
segala bentuk perseoran yang ada dalam KUHD di miliki oleh: 
1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan 
2. KUHD 
3. KUHPdt 
 Perseroan diatur pada Pasal 1618 sampai Pasal 1652 Buku III Bab 
VIII KUHPdt. Menurut pasal 1618 KUHPdt,perseroan adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih menyatukan diri untuk 
melakukan persekutuan bermaksud untuk membagi keuntungan yang 
terjadi.  Oleh karena itu perusahaan ini terdapat beberapa orang yang 
melakukan persetujuan akan berusaha bebarengan dengan tujuan 
memperoleh keuntungan serta untuk mencapai titik tujuan mereka 
bersama-sama dan berjanji menyerahkan uang atau barang-barang atau 
menyedikan kekuatan kerja.Oleh karena itu perseroan merupakan satu 
bentuk kerja sama yang sangat sederhana jadi tidak ada peraturan 
untuk menentukan modal tertentu yang harus di setor,bahkan para 
anggota di ijinkan hanya meyembungkan tenaganya saja.Selain itu 
jenis usaha ini tidak memliki batasan pada suatu hal teterntu,sehingga 




perdagangan.Bentuk perseroan hanya mengatur hubungan yang ada di 
dalam saja yang berkaitn dengan orang-orang yang ikut andil di 
dalamnya. Maksud perseroan dalam hal ini adalah: 
a) Harus bersifat kebendaan 
b)  Untuk memperoleh keuntungan 
c) Keuntungan itu harus dibagi-bagikan atara para anggota-
anggotanya 
d) Harus mempunyai tujuan yang baik dan dapat diizinkan. 
 Walaupun perusahaan ini bersifat kebendaan dengan mencari 
keuntungan,tetapi tidak secara terbuka,serta belum adanya sebuah 
peraturan yang mengenai peraturan pengumuan terhadap pihak ketiga 
seperti yang ada pada perseroan firma.untuk mendirikan suatu 
perseroan cukuplah mudah hanya berdasarkan akta pendirian.syarat 
tertulis akta notaris tidak wajibkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 
1624 KUHPdt perseroan mulai diakui ketika di setujui oleh para 
anggotanya. Persetujuan ini juga tidak perlu berdasarkan bentuk 
apapun. Perjanjian yang mengatur perseoran sebagai berikut: 
1. Bagian harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan 
2. Cara bekerja 
3. Pembagian keuntungannya 
4. Tujuan bekerja sama 




6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.28 
Bentuk perusahaan yang berbentuk perseroan adalah bentuk usaha 
yang paling banyak di minati oleh para pengusaha, dengan alasan 
keutungan yang di peroleh oleh para pengusaha tidak akan di pisah 
oleh masing masing para anggota.Apabila di dalam akta saat pendirian 
tidak mengatur tentang pembagian keuntungan,maka keuntungan yang 
di dapat di bagi menurut undang-undang yang berlaku.pembagian 
menurut undang-undang biasanya berdasarkan besar kecilnya bagian 
yang di masukan ke dalam perseroan.Bahwa dalam Pasal 1633 
KUHPdt dijelaskan bagian keuntungan masing-masing adalah 
seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam 
perseroan.Terhadap persero yang hanya memasukan 
pengalaman,tenaga serta pengetahuan,maka pembagian keuntungan 
yang di dapat akan di tetapkan sama dengan besar kecilnya investasi 
yang mereka tetapkan pada perusahaan. Menganai modal perseroan 
dalam Pasal 1618 KUHPdt di nyatakan bahwa setiap anggota harus 
menanamkan sesuatu sebagai sumbangan. Hal ini merupakan sebuah 
syarat yang wajib untuk perseroan.maksud dari kata “sesuatu” di 
jelaskan dalam Pasal 1619 KUHPdt, bahwa sesuatu ini dapat 
berbentuk uang ataupun: 
a. Berupa barang (lemari, meja, dan lain-lain) 
b. Nama baik, misalnya jujur, terkenal, pejabat, dan sebagainya 
                                                             




c. Kredit (piutang, modal yang belum disetor) 
d. Goodwill (jasa, pelayanan). 
 Walaupun perseroan mempunyai cara bekerja sama selayaknya 
seperti bentuk perusahaan yang lain (menanamkan modal,fokus 
mendapatkan sesuatu yang tidak mudah di dapat oleh individu 
lainnya),namun bentuk perusahaan ini memiliki sebuah perbedaan 
yang terletak pada saat anggota perseroan bekerja sama dengan pihak 
di luar perseroan. Perjanjian kerja sama yang di adakan oleh 
paraanggota perseroan tidaklah di beritahu kepada pihak di luar dari 
perseroan jadi pada saat anggota perseroan tersebut akan bekerjasama 
dengan pihak luar perseroan,maka seakan mereka bertindak untuk 
dirinya sendiri. 
 Perseroan mempunyai tujuan antara lain yaitu bersama-sama 
menjalankan suatu pekerjaan tetap (beroep) misalnya kerja sama 
pengacara-pengacara atau kerja sama arsitek- arsitek asal perseroan 
tersebut tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma. 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, perseroan yang diatur dalam 
KUHPdt adalah bentuk pokok dari perusahaan-perusahaan yang diatur 
dalam KUHD seperti perseroan firma, perseroan komanditer, 
perseroan terbatas (Sebelum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 
kemudian digantikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas), dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 KUHD maka 




bagi bentuk-bentuk perusahaan tersebut. 
 Seorang anggota perseroan dapat saling memindahkan 
keanggotaan kepada orang lain tanpa persetujuan anggota lainnya.hal 
ini sesuai isi perjanjian saat perusahaan didirikan.Perseroan bukan 
termasuk suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri kepada 
pihak ketiga. Seorang kreditur hanya dapat menuntut piutang atas 
harta yang merupakan bagian dari debitur yang mengadakan perjanjian 
dengan kreditur dan tidak dapat menuntut piutangnya atas harta 
perseroan secara keseluruhan yang belum mendapat persetujuan 
pembagian dari anggota-anggota lainnya tersebut. Penuntutan piutang 
hanya dapat dilakukan apabila : 
a. Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh 
kepada anggota yang bertindak atas tanggungan perseroan dan 
dalam hal ini dengan nyata telah diberitahukan kepada pihak 
ketiga, atau disetorkannya semula; 
b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurut 
ketentuan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas (Pasal 
1633 KUHPdt); 
c. Apabila perseroan menderita kerugian, maka kerugian tersebut 
ditanggung 
c) Perseroan Firma 
  VOF  (Vennootschap Onder Firma) adalah salah satu bentuk 




dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Bagian II dari BAB III Kitab I 
KUHD.Menurut Abdul R. Saliman firma artinya nama bersama, 
vennotschap onder eene firma apabila diartikan yaitu nama sekutu 
yang digunakan menjadi nama perusahaan.29 
  Seperti diketahui peraturan-peraturan mengenai perseroan 
(maatschap) yang diatur dalam KUHPdt berlaku juga untuk perseroan 
firma berdasarkan Pasal 1 KUHD. Selain itu dengan tegas dalam Pasal 
15 KUHD dinyatakan bahwa segala perseroan yang disebut dalam 
KUHD dikuasai oleh : 
a. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan 
b. KUHD 
c. KUHPdt 
 Oleh karena hal tersebut menurut Prof Sukardono seperti yang 
dikutip oleh C.S.T Kansil menyatakan bahwa perseroan firma adalah 
suatu perserikatan perdata yang khusus. Kekhususan terletak dalam 
Pasal 15 KUHD terletak pada harus adanya tiga unsur mutlak yaitu : 
a. Menjalankan perusahaan 
b. Dengan pemakaian firma (nama bersama) 
c. Pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai 
perikatan dengan firma.30 Berdasarkan pendapat ini bahwa 
pertanggungjawaban sekutu firma berbeda satu sama lain. 
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 Menurut perumusan Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yang di 
maksudkan dengan persero firma adalah tiap tiap perseroan 
(maatschap) yang didirikan untuk menjalakan suatu perusahaan di 
bawah bendera perusahaan yang sama,dimana para anggotanya 
langsung dan saling bertanggung jawab sendiri-sendiri atas tindakan 
yang mereka lakukan dengan orang-orang pihak ketiga. Seseorang yang 
menjalakan perusahaan dengan sungguh-sungguh dalam bertindak 
dalam suatu kedudukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. 
Perkataan firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang 
secara bersama-sama. Nama suatu firma ada kalanya diambil dari nama 
seorang yang turut menjadi persero pada firma itu sendiri, tetapi dapat 
juga nama tersebut diambil dari nama orang yang bukan persero. 
Dengan nama bersama itu sering kita lihat perkataan Co atau Cie.31 
  Cie adalah singkatan dari istilah compagnie, yang sebetulnya 
berarti kelompok, yang dimaksudkan yaitu orang atau orang-orang yang 
bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita.32 Sebagai contoh 
antara lain Bread.Co. Dalam suatu perseroan firma makasetiap persero 
berhak mengumumkan dan bertindak atas nama dari perseroan itu. 
Segala perjanjian yang di laksanakan oleh seorang anggota persero juga 
berkaitan dengan para anggota persero lainnya. Begitu juga halnya 
apabila segala sesuatu yang di dapat oleh salah seorang anggota persero 
maka akan menjadi harta bersama bagi perusahaan yang di bentuk. 
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d) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) 
  Persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus dalam KUHD 
melainkan turut digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan 
mengenai perseroan firma. Pasal 19 KUHD mengatur bahwa 
persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan untuk 
menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau 
beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung 
jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider pada satu pihak, 
satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak 
lain. 
Adapun pokok pemikiran dari pembentukan persekutuan ini 
adalah seseorang atau lebih mempercayai uang atau barang guna di 
gunakan di dalam proses jual beli yang pengelolaanya dilakukan oleh 
seorang yang menjalankan perusahaan tersebut dan oleh sebab itu orang 
yang menjalankan perusahaan itu yang dapat berhubungan dengan 
pihak ketiga. Karena hal itu juga seseorang yang menjalankan dan 
berhubungan dengan pihak ketiga sangat bertanggung jawab penuh 
terhadap pihak ketiga,dan tidak ada semua anggota yang berani 
bertindak keluar. Demikian ciri khas dari Persekutuan Komanditer 
sebagaimana di atur oleh KUHD bahwa Perseroan komanditer adalah 
perseroan yang bertindak langsung di muka umum. Pada Persekutuan 
Komanditer terdapat satu orang atau lebih anggota-angotanya tidak 




hal ini dikarenakan mereka hanya sebatas menyediakan sejumlah 
modal bagi anggota atau anggota-anggota lainnya yang menjalankan 
dan mengelola perseroan komanditer tersebut. 
  Persero yang menyediakan sejumlah modal atau diistilahkan 
bergerak di belakang layar tersebut biasanya disebut persero pasif atau 
komanditaris sedangkan para anggota persero yang bertindak keluar 
adalah anggota-anggota aktif atau yang biasa disebut persero pengurus 
atau persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.33 Oleh karena 
persero aktif atau komplementaris yang menjalankan perseroan maka 
komplementaris tersebut akan bertanggung jawab atas sebuah tindakan 
atau keputusan yang di lakukannya. Apabila terdapat persero lebih dari 
satu maka pengurus akan  terdapat perseroan rangkap, yaitu suatu 
perseroaan firma antara persero-persero pengurus atau komplemetaris, 
dan perseroan komantider antara persero-persero pengurus dengan para 
komanditaris. 
  Terhadap istilah geldschieters dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD 
terdapat terjemahan yang berbeda-beda. Menurut para sarjana, 
sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil menurut Subekti 
menerjemahkan dengan istilah “pelepas uang”, Tirtaamidjaja 
menerjemahkan dengan istilah “si pemberi uang”, dan Sukardono 
menerjemahkan dengan istilah “mempercayakan uang”.34 Terjemahan 
mengenai geldschieters pendapat yang paling mendekati istilah tersebut 
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adalah terjemahan dari Sukardono karena yang dimaksudkan 
geldschieters sadalah menyerahkan hak milik atas modal kepada 
persero-persero pengurus atau komplementaris, jadi modal tersebut 
selama pengelolaan perseroan komanditer berjalan tidak dapat ditagih 
kembali, melainkan komanditaris mendapatkan keuntungan dari 
pengelolaan Persekutuan Komanditer tersebut apabila terdapat 
keuntungan. 
  Apabila Persektuan Komanditer memiliki banyak hutang 
sehingga terjadi kebangkrutan dan harta benda yang di miliki perseroan 
tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka harta benda 
privasi dari komplementaris dapat menjadi pertanggungjawaban untuk 
melunasi hutang perseroan. Sedangkan para komanditaris yang 
memiliki jabatan paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang 
mereka setorkan pada perseroan.sedangkan harta benda privasinya tidak 
dapat diganggu gugat. 
  Bagi Persekutuan Komanditer yang juga ada sleeping partners ini 
adalah memberikan kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak 
modal dari pada sistem perseroan firma.35 Pemikiran tersebut 
didasarkan karena terdapat orang yang memiliki modal, namun 
berhubung karena sesuatu dan lain hal seperti kekurangan waktu 
sehingga orang yang memiliki modal tersebut tidak dapat turut aktif 
dalam perusahaan maka bentuk Persekutuan Komanditer memberikan 
                                                             





kemungkinan-kemungkinan pada orang-orang ini untuk turut serta 
walau hanya secara pasif saja. 
e) Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) 
 Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling digemari 
masyarakat saat ini, terlebih dahulu akan diberikan definisi dari UUPT 
mengenai Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan: 
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan 
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Pada awalnya Perseoran Terbatas diatur dlam KUHD bersama 
perseroan firma dan perseroan komanditer. Perseroan Terbatas diatur 
pada pasal 35 sampai dengan Pasal 36 KUHD, kemudian tidak berlaku 
lagi karenasudah di gantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 
Tentang Perseroan Terbatas, dan pemerintah kembali mengganti undang 
undang tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No 24 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Walaupun sudah memiliki 
pengaturan khusus di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tetapi 
pengaturan terhadap Perseroan Terbatas masih berlandaskan kepada 





Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal diantara pendiri 
dan investor dalam pendiriannya harus memenuhi ketentuan hukum 
perjanjian yang di atur dalam buku ketiga mengenai perikatan 
(verbentinisen) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya bab 
kedua,bagian kesatu tentang ketentuan umum Perjanjian (Pasal 1313-
1319),Bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 
– 1337), serta bagian ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338 – 
1341). Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, supaya perjanjian untuk 
mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling 
sedikit 2 dua orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 
7 ayat (1) UUPT, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-
undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan 
perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) UUPT terbaru disebutkan 
bahwa Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari 1 (satu) orang 
pemegang saham. 
Perseroan Terbatas didirikan oleh sedikitnya dua orang atau lebih 
yang mana mereka bersepakat untuk menjalakan dan mendirikan 
Perseroan Terbatas. Tentu saja ketentuan ini menjadi penegas bahwa 
Perseroan Terbatas tidak dapat dididirikan oleh satu orang saja. Dalam 
UUPT terbaru juga diberikan pengertian mengenai orang yang mana 
orang disini didefinisikan orang perorangan maupun badan hukum. 




saat di bentuk sebagai langkah awal untuk mencapai tujuannya. Modal 
dasar itu terbagi atas saham yang memiliki sebuah nominal. Pejanjian 
atau kesepalatan pendirian dituangkan dalam bentuk fisik sebuah akta 
autentik yang dibuat di hadapan Notaris dengan menggunakan bahasa 
Indonesia seperti yang di sebutkn alam pasal 7 ayat (1). Oleh sebab itu 
perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas di sebut dengan akta 
pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 8 ayat (1) akta pendirian 
Perseroan Terbatas sekurang- kurangnya memuat dua hal yaitu 
anggaran dasar perseroan dan keterangan lain. 
Selanjutnya setelah membuat akta pendirian Perseroan Terbatas di 
hadapan Notaris kemudian dokumen akta pendirian Perseroan Terbatas 
memuat juga besarnya anggaran dasar yang selanjutnya di kirimkan ke 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam tulisan ini di 
sebut kemenkumham dengan pokok permohonan untuk mendapatkan 
pengesahan seperti diatur pada Pasal 7 ayat (6) KUHPdt. Permohonan 
dilakukan dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan. Dalam 
permohonan pengesahan badan hukum harus di muat sekurang-
kurangnya : 
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; 
b. Jangka waktu berdirinya perseroan; 
c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; 
d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan 




diterima akan dilakukan setelah memeriksa anggaran 
  Hasil Pengesahan dapat diterima atau ditolak setelah memeriksa 
anggaran dasar tadi dan untuk syarat materiil bagi pendirian badan 
hukum. Perseroan Terbatas dapat memperoleh status badan hukum jika 
sudah dilakukan pengesahan anggaran dasar. Apabila sebelum 
pengesahan terjadi tindakan pada Perseroan Terbatas maka hal ini akan 
menjadi tanggung jawab dari pendiri Perseroan Terbatas. 
  Setelah angggaran dasar Perseroan Terbatas diakui sebagai badan 
hukum diterima selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan dan 
diumumkan pada tambahan berita negara oleh kemenkumham sesuai 
dengan Pasal 30 UUPT terbaru. Hal ini berlaku pada saat akan merubah 
anggaran dasar. Pengumuman ini secara hukum memiliki tujuan untuk 
mengikat pihak ketiga yaitu masyarakat tentang Perseroan Terbatas 
dengan segala kegiatannya. Oleh sebab itu masyarakat yang memiliki 
hubungan dengan Perseroan Terbatas makan akan memiliki ikatan 
dengan status badan hukum dari perseroan terbatas. 
C. Pengertian Perusahaan Start up  
 Startup atau perusahaan rintisan sendiri adalah kata serapan dari 
bahasa Inggris yang berarti perusahaan yang sedang di rintis/sedang 
berkembang. Startup juga secara umum seperti membangun perusahaan 
baru tetapi pada tahap ini pengusaha banyak mengalami banyak kendala 
seperti biaya,pembentukan produk, dan kondisi pasar yang belum di 




perusahaan yang kebanyakan di bidang teknologi. Pada kenyataanya 
startup bukanlah perusahaan yang hanya bergerak dibidang teknologi 
saja. Berikut merupakan pengertian startup menurut para ahli,yaitu: 
a. Menurut Paul Graham 
Menurut Paul Graham, startup merupakan sebuah perusahaan 
yang didesain untuk berkembang dengan cepat. Baru dirintis 
tidak serta merta membuat sebuah perusahaan menjadi startup. 
Karena perusahaan dapat disebut startup bila dilihat dari 
perkembangan bisnisnya bergerak secara cepat. Perlu diingat bila 
startup tidak harus bergerak di bidang teknologi, memperoleh 
dana dari investor, dan melakukan exit. Hal yang paling penting 
adalah berkembang dengan cepat. Semua hal yang berkaitan 
dengan startup akan mengikuti perkembangan perusahaan 
tersebut.36 
b. Menurut Eric Ries 
Menurut Eric Ries, peneliti buku buku best seller Lean Startup 
mendefinisikan startup sebagai “a human institution designed to 
deliver a new product or service under conditions of extreme 
uncertainty”. Jika kita penggal definisi diatas, bisa kita bagi 
menjadi tiga penggalan. Pertama, a human institution. Sebuah 
startup adalah institusi manusia, bisa berupa individu/perseorang 
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atau perusahaan. Penggalan kedua, to deliver a new product or 
service. Startup didirikan oleh perorangan atau perusahaan 
dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru. Penggalan 
ketiga, under condition of extreme uncertainty. Maksud definisi 
tersebut adalah startup sebagai bisnis baru yang didirikan untuk 
menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi, apakah startup 
tersebut akan berhasil atau gagal. Inilah yang membedakan 
startup dengan perusahaan yang sudah established. Perusahaan 
yang sudah lama berdiri umumnya sudah mempunyai jam 
terbang dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak 
menguntungkan baginya atau ketidakpastian. Ketidakpastian 
inilah yang dihadapi oleh para pendiri startup sehari-hari. 
Mereka akan mencoba-coba model bisnis dan metode yang 
sesuai dengan kondisi pasar hingga akhirnya pasar menerima 
produk atau jasa dari startup tersebut. 
Eric Ries mengatakan bahwa startup harus melakukan crazy 
experiment hingga akhirnya startup mengungkapkan jalan 
suksesnya masing-masing. Ia menawarkan metode Lean Startup 
agar para pendiri startup dapat memangkas percobaan yang 
tidak sejalan dan belajar dari hal itu hingga sukses.37 
c. Menurut Steve Blank 
Menurut Steve Blank definisi dari startup adalah “A startup is 
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an organization formed to search for a repeatable and scalable 
business model.”.38 Dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui 
bahwa menurut Steve Blank startup merupakan sebuah 
organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis berulang 
dan terukur. 
 Dalam penggalan “scalable business model” Steve Blank 
menjelaskan bahwa scalable startup adalah yang melayani 
unknown customer dengan unknown product. Pada dasarnya, 
produk dan konsumennya tidak diketahui dari awal. Secara 
kontras, scalable startup dirancang berkembang untuk menjadi 
besar. Mereka memerlukan risk capital. Selain itu, scalable 
startup juga menfokuskan diri pada pencarian model bisnis yang 
scalable dan repetable.39 
 Defenisi diatas mungkin lebih pada terminologinya, 
namun akan lebih mudah jika istilah startup diartikan sebagai 
perusahaan baru yang sedang dikembangkan. Mulai berkembang 
akhir tahun 90an hingga tahun 2000, nyatanya istilah Startup 
banyak “dikawinkan” dengan segala yang berbau teknologi, web, 
internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Kenapa 
itu bisa terjadi? 
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 Kembali melihat ke belakang ternyata hal tersebut terjadi 
dikarenakan istilah startup sendiri mulai popular secara 
internasional pada masa buble dot-com. Fenomena buble dot-
com adalah ketika pada periode tersebut (1998-2000) banyak 
perusahaan dot-com didirikan secara bersamaan. 
 Pada masa itu sedang gencar-gencarnya perusahaan 
membuka website pribadinya. Makin banyak orang yang 
mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. 
Dan waktu itu pula lah, startup lahir dan berkembang. Namun 
menurut Ronald Widha dari TemanMacet.com, startup tidak 
hanya perusahaan baru yang bersentuhan dengan teknologi, 
dunia maya, aplikasi atau produk tetapi bisa juga mengenai jasa 
dan gerakan ekonomi rakyat akar rumput yang bisa mandiri 
tanpa bantuan korporasi-korporasi yang lebih besar dan 
mapan.40 
D. Tinjauan Tentang Hukum Bisnis 
a. Pengertian Hukum Bisnis 
               Pada kenyataannya, kita hidup dikelilingi sederet pera- turan, 
Tak kecuali dalam berbisnis kita juga dikelilingi aturan- aturan yang 
dapat dijadikan pedoman saat melakukan kegiatan yang berhubungan 
dengan bisnis. Aturan-aturan tersebut sering kali disebut dengan istilah 
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hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur 
suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan 
perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang 
berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan 
produksi maupun suatu kegiatan menempat- kan uang yang dilakukan 
oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana 
enterpreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang 
mungkin terjadi. 
  Terdapat cukup banyak pengertian hukum bisnis menu- rut para 
ahli Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum bisnis menurut para 
ahli, antara lain: 
1. Menurut Munir Fuady 
Pengertian hukum binis adalah suatu perangkat atau kai- dah 
hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata 
cara pelaksanaan urusan atau kegiatan da- gang, industri atau keuangan 
yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa 
dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu 
dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.41 
2. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. 
Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis 
adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta 
                                                             




menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar 
manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.42 
b. Tujuan Hukum Bisnis 
a) Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme 
                           pasar secara efisien dan lancar. 
b) Untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk 
jenis Usaha Kecil Menengah (UKM). 
c) Untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan system 
perbankan. 
d) Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekono- mi atau 
pelaku bisnis. 
e) Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk 
semua pelaku bisnis.43 
c. Sumber Hukum Bisnis 
Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar ter- bentuknya 
hukum bisnis. yaitu sebagai berikut:44 
a) Asas kontrak perjanjian yaitu yang dilakukan oleh para 
pihak, sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah 
kesepakatan. 
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b) Asas kebebasan berkontrak yaitu yang dimana para pelaku 
usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian 
yang disepakati. 
Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hu- kum 
bisnis yaitu sebagai berikut: 
a) Hukum Perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Un- 
dang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
b) Hukum Publik yang tercantum dalam Kitab Undang-un- 
dang Hukum Pidana (KUHP) atau Pidana Ekonomi. 
c) Hukum Dagang yang tercantum dalam Kitab Undang- 
undang Hukum Dagang (KUHD), dan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. PROBLEMATIKA HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN START 
UP DI INDONESIA 
1. Problem Badan Hukum Perusahaan Start Up 
Hal pertama yang perlu dan wajib diperhatikan dalam 
bisnis Start Up adalah mengetahui ke badan hukum usaha yang 
akan ditetapkan. Beberapa hal seperti skala bisnis, modal, target 
pasar dan strategi yang akan diterapkan menjadi pertimbangan 
untuk menyelaraskan  dengan bentuk badan hukum yang akan 
ditetapkan. Dapat membentuk badan hukum Commandataire 
Vennootschap (CV), atau bentuk badan hukum Perseroan 
Terbatas (PT) yang lebih kuat dan terpercaya. Pada prinsipnya, 
tidak ada keharusan bagi sebuah bidang usaha Start Up berbentuk 
PT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai 
berikut:  
"Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, 
penyelenggaraan negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang 
menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem 
Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan   pihak 
lain." 
 




Tahun 2014 tentang Peragangan dalam BAB I Ketentuan Umum 
Pasal I ayat 14 mendefinisikan pelaku usaha termasuk di 
dalamnya bidang bisnis e-commerce sebagai berikut : 
"Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum 
atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan." 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada masalah apabila 
memilih bentuk badan usaha selain PT misalnya dengan 
mendirikan koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau firma. 
Mendirikan PT untuk usaha Start Up tentang lebih aman 
dibandingkan CV. Sebab, PT statusnya badan hukum sehingga ada 
badan usaha selain PT misalnya dengan  mendirikan koperasi, 
Persekutuan Komanditer (CV), atau firma. Mendirikan PT untuk 
usaha Start Up tentang lebih aman dibandingkan CV. Sebab, PT 
statusnya badan hukum sehingga ada pemisahan harta kekayaan 
dan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan 
perusahaannya. Tanggung jawab pemilik atau pemegang saham 
hanya sebatas nilai     sahamnya di perusahaan tersebut. Sementara, 
CV bukan badan hukum. Jadi tidak ada pemisahan harta dan 
tanggung jawab. Artinya jika CV mengalami kerugian, bisa 
merembet ke harta pribadi    pemilik perusahaan.45 
                                                             
45 Ardiansyah  Tesis “Tantangan hukum dan Peran pemerintah dalam perkembangan 
bisnis start-up e-commerce di Indonesia”, Jurusan Magister Teknik Elektro, Fakultas 




a) Contoh perusahaan start-up yang sudah berbadan hukum : 
PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang 
berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama 
lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan 
kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu 
seorang pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran 
untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering 
menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem 
Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar 
jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini 
bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, 
dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu 
di pangkalan menunggu penumpang. 
Awal peluncurannya, Go-Jek hanya melayani lewat call 
center saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta 
saja. Tetapi pada tahun 2015 Go-Jek mulai berkembang dan 
membuat aplikasi Go-Jek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan 
aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek 
secara online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan 
driver yang akan menjemput para pemesan.  
Go-Jek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan 
sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% 





pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk driver 
Go-Jek. Go-Jek juga melakukan pelatihan kepada mitra driver 
mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap 
pelanggan. Go-Jek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam 
kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia 
(GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, 
Go-Jek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas 
bisnis maupun sosial.  
Go-Jek dapat dipesan melalui Go-Jek App yang bisa 
diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal 
peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah 
berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating 4,4 dari 5 
bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara 
cash atau menggunakan Go-Jek Credit atau Go-Pay. Go-Pay 
adalah metode pembayaran GoJek yang dibuat cashless dan dapat 
digunakan untuk membayar semua layanan. 
Awal pendiriannya, Go-Jek melayani hanya 4 jenis layanan 
antara lain: layanan jasa kurir (90 minute delivery anywhere in the 
city), jasa transportasi (transparent pricing, free masker and shower 
cap), jasa delivery makanan (delivering your favorite food under 
60 minutes in Jabodetabek) dan jasa belanja dengan nominal 
dibawah satu juta rupiah (shop fot food, ticket, medicine, anything 




berkembang dengan melncurkan inovasi-inovasi baru dengan 
produk layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah ada enam 
belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi GoJek, 
diantaranya : Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-
Box, GoTix, Go-Med, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-
Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay dan Go-Point. Selain itu 
Aplikasi Go-Jek juga dilengkapi dengan fasilitas Go-Pay, Go-Bills, 
Go-Point, dan Go-Pulsa. 
Hingga Maret 2018 ini, Go-Jek telah bermitra dengan lebih 
dari 250.000 driver ojek yang telah tersebar di 50 kota di seluruh 
Indonesia, di antaranya Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar 
Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, 
Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik,Jakarta, Jambi, 
Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, 
Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, 
Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, 
Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, 
Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Solo, 
Sukabumi,Sumedang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan 
Yogyakarta. Aplikasi Go-Jek telah diunduh lebih dari 11.000.000 
kali di Play Store di sistem Android dan App Store di perangkat 
iOS 




  Penggalangan dana adalah sumber kehidupan sebuah start 
up. Pertumbuhan start up dan pengembangan produknya bisa 
dipastikan jika ada aliran dana yang stabil dari berbagai sumber. 
Strategi pendanaan bisa membangun atau justru meruntuhkan 
sebuah start up. Banyak CEO yang hanya menyisihkan sedikit 
waktu untuk penggalangan dana karena mereka lebih fokus pada 
pengembangan produk, dan akhirnya gagal. Gagal menyusun 
rencana finansial mengarahkan pada kesalahan yang tidak bisa 
ditebus dalam alokasi modal. Kemungkinan yang agak lebih baik, 
kesalahan semacam ini menghilangkan bonus yang seharusnya 
didapatkan founder. Lebih buruk lagi, founder bisa kehilangan 
kendali atas perusahaan. Sebuah keharusan untuk mengembangkan 
strategi penggalangan dana sejak awal.46 Dalam pencarian dana 
terdapat beberapa pelaku pendanaan yang biasanya atau dapat 
diminta dalam melakukan penyuntikan dana ke sebuah startup. 
Berikut adalah daftar berbagai sumber pendanaan yang bisa 
digunakan: 
 
1) Keluarga dan Teman 
Saat start up membutuhkan modal dalam jumlah kecil, 
founder bisa menggalang dana dari keluarga atau teman 
meski mungkin memiliki hubungan dekat dengan mereka, 
                                                             




founder tetap harus membahas syarat dan ketentuan terkait 
hal ini dengan serius, termasuk ketentuan pelunasan. 
2) Crowdfunding 
Crowdfunding adalah model pendanaan baru dengan 
penggalangan dana dari sejumkah besar pengguna atau 
penggemar. Dengan menggalangkan sejumlah kecil dana dari 
banyak orang, startup bisa mencapai jumlah dana akhir yang 
diinginkan.  
Meski jumlah crowdfunding individu relatif kecil, dengan 
mengumpulkan sejumlah orang yang ingin berinvestasi, 
startup bisa mendapatkan jumlah dana yang diinginkan, Ini 
merupakan sarana pemasaran, yang membantu mendapatkan 
banyak prapenjual dan konsumen. Mampu mengukur 
permintaan konsumen pada produk itu sendiri yang 
merupakan manfaat besar lain dari crowdfunding. 
3) Angel Investor 
Angel Investor adalah orang-orang kaya yang bersedia 
mendanai startup yang baru dirintis. Angel memberikan 
investasi dalam jumlah beragam, mulai dari beberapa ribu 
sampai beberapa ribu dolar AS. Angel familier dengan 
industri tempat mereka berinvestasi maka mereka cenderung 
memberikan saran dan menghubungkan startup dengan 





Inkubasi adalah organisasi yang menyediakan program 
untuk kesuksesan sebuah startup dan ruang perkantoran 
(coworking space). Keuntungan dari sebuah incubator 
meliputi: 1) Jejaring dengan 800 founder dan 300 mentor 
yang siap menjawab pertanyaan, sekaligus akses mudah ke 
pengacara, ahli keuangan dan humas; 2) Merek incubator 
sendiri: menyandang merek startup dari incubator terkenal 
seperti 500 Startup dan Y-Combinator memberikan reputasi 
yang baik bagi startup anda; 3) Berbagai acara yang 
inkubator seperti sejumlah kuliah, jam kerja, dan bimbingan 
langsung dalam distribusi, akuisisi konsumen, desain, dan 
pengembangan bisnis dari mereka yang terbaik dalam 
industri ini. Bimbingan ini tak ternilai harganya bagi 
perusahaan yang berada di tahapan awal; 4) Pendanaan: 
pendanaannya yang membuat bisnis dimulai; 5) Barang 
gratis: peserta 500Startups mendapatkan satu tahun server 
dan maintenance gratis dari RackSpace dan Amazon. 
5) Venture Capital 
Seorang venture capitalist merupakan jenis investor yang 
berinvestasi pada startup dengan potensi exit yang besar 
(IPO atau M&A). Venture Capitalist mendapatkan saham 




keuntungan dengan menjual saham tersebut dengan harga 
lebih tinggi di masa depan.  
Venture capital bisa dibagi atas beberapa jenis menurut 
ukurannya, target investasi industri, dan tahapan 
investasinya. Beberapa perusahaan venture capital memiliki 
spesialisasi dan berinvestasi pada bidang industri TI, sedang 
yang lain memiliki spesialisasi dan berinvestasi di bidang 
industri ritel. Bahkan, diantara industri  TI,  ada  ragam  
industri  yang  luas,  misalnya  E-Commerce,  hardware, 
software, dan aplikasi sosial. Hasilnya, sebagian besar 
venture capitalist menargetkan industri investasi yang 
spesifik. Beberapa perusahaan hanya berinvestasi pada 
startup dalam tahapan tertentu, yang beragam dari tahap 
seed, tahap awal, dan tahap ekspansi (tahap pertumbuhan).  
6) Memiliki rekanan strategis  
Memiliki rekanan strategis seperti kandidat potensial 
akuisisi untuk M&A penting. Jika startup membangun kerja 
sama semacam ini, startup kadang menerbitkan saham. Jika 
perusahaan rekanan memegang saham perusahaan, mereka 
akan berkomitmen kuat bagi pertumbuhan perusahaan anda 
dan menyediakan dana segar untuk melakukannya.  
Jika kedua perusahaan bertanggung jawab bagi pertumbuhan, 




membentuk kerja sama yang lebih erat, Anda bisa mempercepat 
pertumbuhan perusahaan.47 
2. Problem Perizinan Perusahaan Start Up 
Perizinan seringkali membuat pelaku usaha malas dan 
enggan untuk  mengurusnya karena faktor kerumitan (birokrasi). 
Buruknya sistem layanan perijinan menjadi hal yang menghambat 
para pelaku usaha. Perizinan dan dokumen legalitas untuk 
mendirikan usaha antara lain seperti Surat Keterangan Domisili 
Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas 
nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  
Untuk mendirikan perusahaan Start Up, yang perlu diperhatikan 
adalah harus memiliki SIUP. Tanpa SIUP maka tidak bisa 
melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. Pasal 24 ayat 
(1) Undang-Undang Perdagangan menyatakan: 
"Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 
wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan 
oleh Menteri." 
Pasal ini yang menjadi dasar hukum penerbitan SIUP. 
Tanpa memiliki SIUP, ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah 
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pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp 10 miliar.48 
3. Problem Legalitas Perusahaan Start Up 
Aspek legal dalam Start Up adalah menyangkut regulasi 
atau aturan yang  mengatur jalannya bisnis supaya sesuai dengan 
hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. Proses 
legalitas akan menjadi pintu masuk bagi para pelaku usaha untuk 
mengembangkan bisnis Start Up. Dalam hal ini, sudut legalitas 
haruslah menyentuh secara keseluruhan dari proses bisnis Start Up 
baik aspek sumber daya komunikasi dan infrastruktur teknologi 
informasi yang digunakan serta aspek tata niaga perdagangannya, 
supaya tidak ada aturan antar departemen yang tumpeng tindih.  
Pengaturan hukum dalam Start Up sudah seharusnya di selaraskan 
dengan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual Paten dan 
Merek karena setiap orang memiliki kemampuan untuk mengakses 
dan menggunakan internet untuk keperluannya. Dalam Start Up 
memiliki peluang besar terjadinya pelanggaran ataupun 
penyimpangan Hak Cipta, Merek dan Paten. 
4. Problem Perlindungan Hukum 
Tantangan hukum berikutnya yang perlu dicermati dalam 
bisnis Start Up  adalah tentang perlindungan hukum. Para  pelaku 
bisnis Start Up dalam aktivitasnya memang harus melindungi  aset-
                                                             




aset mereka  maupun dari segi bisnisnya sendiri. Hal ini 
dilakukan agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari 
setelah bisnis berjalan cukup lama. Dengan mengantisipasinya 
sejak awal, pelaku usaha akan aman dan menghemat biaya yang 
bisa saja dikeluarkan oleh pelaku bisnis jika terjadi masalah 
hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah 
mengeluarkan kebijakan Safe Harbor Policy  untuk melindungi 
pemilik, pedagang, dan pengguna platform jual beli dari tuntutan 
hukum. Kebijakan in tertuang dalam Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang 
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk 
User Generat ed Content.49 
5. Problem Perpajakan 
Pajak merupakan salah satu instrumen yang dimiliki 
negara dalam mensukseskan pembangunan. Maka melaporkan 
pajak secara rutin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan 
Start Up yang sudah berbadan Hukum, kendati baru berdiri dan 
tidak harus menunggu omset perusahaan bernilai milyar bahkan 
triliyun.  
Dasar hukum telah diatur dengan jelas bahwa Peraturan 
Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 juga memberikan angin segar 
                                                             




pada pelaku Start Up dan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). Peraturan Pemerintah ini merevisi aturan PPh UMKM 
yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Ini memeberikan keringanan pada 
Start Up dan UMKM agar mereka dapat mengalokasikan dana 
yang dimiliki pengembangan bisnis perusahaan, termasuk bisnis 
perusahaan Start Up didalamnya. Didalamnya terus tumbuh 
berkembang terus meningkat tiap tahunnya, karena ada 
pertumbuhan positif dari sektor, terutama industri pengolahan dan 
perdagangan. Hal itu ditumbuhkan dengan setiap tahun, sistem 
perpajakan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu 
kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah yaitu adalah 
amnesty (pengampunan pajak). Dengan adanya pengampunan bagi 
para penunggak pajak serta akses informasi yang semakin canggih, 
para pengemplang tidak dapat menghindari kewajiban mereka 
untuk membayar pajak.50 
B. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DI LAKUKAN UNTUK 
MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA PENDIRIAN 
PERUSAHAAN START UP 
Istilah start up  beberapa kali di sangkutkan dengan bisnis 
di dunia, atau bisnis yang high-tech. Hal ini terjadi karena 
kebanyakan perusahaan yang memanggil diri mereka startup 
menggunakan sistem eletronik berbasis website atau aplikasi dalam 
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menjalakan usahanya dan berhubungan dengan konsumennya. 
Website atau aplikasi yang di gunakan oleh perusahaan startup 
disebut sebagai sistem elektronik. Dengan memanfaatkan sistem 
elektronik berupa website dan aplikasi tersebut, perusahaan startup 
dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, dengan 
memanfaatkan hubungan yang difasilitasi jaringan internet. Selain 
itu, dengan adanya website atau aplikasi startup, maka konsumen 
dapat dengan mudah mengenali identitas startup. Sehingga tidak 
heran saat ini banyak perusahaan yang tadinya masih menjalankan 
usahanya secara offline beralih atau memperluas usahanya untuk 
meliputi usaha online. Usaha online ini di Indonesia diatur dan 
didefinisikan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
(PMSE), dalam hal ini, adalah transaksi perdagangan barang 
dan/atau jasa yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (“PP 71/2019”). PMSE 
(Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam terminologi 
populernya biasa dikenal oleh konsumen sebagai Start Up. 
Perusahaan atau pelaku usaha yang terlibat dalam PMSE 
atau Start Up memiliki model bisnis yang berbeda-beda, sesuai 
dengan bagaimana sistem elektronik digunakan untuk menjalankan 
usaha dan mendapatkan pendapatan atau income. Model bisnis 




sarana elektronik yang dikelola sendiri, dimana transaksi dan 
penyediaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui sarana 
elektronik tersebut; Penyelenggara sarana elektronik Marketplace 
baik dalam bentuk website maupun aplikasi, dimana marketplace 
tersebut menjadi “pasar” yang memfasilitasi tempat pembeli dan 
penjual melakukan transaksi perdagangan atau penyediaan jasa. 
Penyelenggara platform iklan baris online, dimana 
perusahaan/pelaku usaha mengiklankan barang atau jasa pihak lain 
dan mendapatkan pendapatan dari pelaksanaan iklan tersebut, 
tanpa memfasilitasi penyediaan barang atau jasa secara langsung. 
Selain 3 (tiga) model bisnis di atas, masih banyak lagi model bisnis 
menggunakan sarana elektronik yang dapat dikembangkan, dengan 
tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, tidak hanya yang mengatur mengenai 
teknologi dan informasi namun juga yang mengatur perdagangan, 
khususnya jenis barang dan jasa yang diperdagangkan untuk 
memastikan pelaksanaan model bisnis tersebut tidak melanggar 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut 
Pasal 1 angka 4 PP 71/2019, perusahaan/pelaku usaha yang 
menggunakan sistem elektronik untuk menjalankan usahanya di 
Indonesia diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem 
Elektronik (“PSE”). Definisi PSE adalah setiap orang, 




menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem 
elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada 
pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau 
keperluan pihak lain. 
Sistem elektronik yang dimaksud adalah serangkaian 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik itu dapat  
berupa portal, situs website, atau aplikasi.  PSE berdasarkan pihak 
pengelolanya dalam PP 71/2019 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: PSE 
lingkup publik, yaitu penyelenggara sistem elektronik yang 
dijalankan oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang 
ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara. PSE lingkup privat, 
yaitu penyelenggara sistem elektronik yang dilakukan oleh orang, 
badan usaha, dan masyarakat. Perusahaan/pelaku usaha yang 
menyelenggarakan dan mengelola sistem elektronik masuk dalam 
klasifikasi PSE lingkup privat, dan wajib melaksanakan kegiatan 
usahanya di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku terhadap PSE lingkup privat. 
  Peraturan yang secara khusus mengatur dengan usaha atau 
bisnis start-up belum ada,  namun semestinya, karena kita hidup 




Republik Indonesia yang kian getol mengkampanyekan negara 
hukum maka dalam beraktivitas termasuk dalam berusaha atau 
bisnis start-up sangat dianjurkan memperhatikan kaidah dan 
peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan disahkan 
oleh pemerintah yang berkaitan.  Diantaranya peraturan adan 
perundang-undangan yang berkaitan mengatur bisnis start-up 
adalah sebagai berikut : 
1. KUHPerdata 
2. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) 
3. Undang-undang Tentang Perseoran Terbatas No.40 tahun 2007 
4. Undang-Undang no 7 tahun 20014 tentang perdagangan 
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 
tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis 
elektronik (road map e-commerce) 2017-2019 
Adapun Kasus Perusahaan Start-up yang bermasalah di pengadilan 
negeri dan upaya yang di lakukan antara lain : 
a) Upaya penyelesaian Kebocoran data antara Start-up 
Tokopedia dan Pengguna  
 Kronologi kebocoran data pribadi Tokopedia dimulai dari 
sebuah publikasi sekumpulan data oleh akun yang beratas nama 
Whysodank. Pada tanggal 2 Mei 2020, Akun Whysodank 




data pribadi dari pengguna Tokopedia di sebuah forum internet 
yang bernama Raid Forums. Raid Forums adalah wadah diskusi 
untuk orang yang gemar melakukan aktivitas pembobolan di dunia 
maya atau raid. Situs ini juga merupakan tempat berbagi dokumen 
dan database, seperti yang pada data pengguna Tokopedia.51 Pada 
hari yang sama, sebuah akun twitter @underthebreach yang 
mengklaim sebagi layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran 
data asal Isreal membuat ciutan tentang peretasan akun Tokopedia 
di Twitter. Dalam ciutan tersebut akun @underthebreach 
mengatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang 
diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama 
lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan 
password yang masih ter-hash atau tersandi.52 Pada malam harinya 
pukul 21.00 WIB, VP of Corporate Communications Tokopedia 
mengakui adanya upaya pencurian terhadap data pengguna. 
Namun, mereka memastikan bahwa informasi penting seperti 
password tetap terlindungi. Pada tanggal 3 Mei 2020, ditemukan 
kembali bahwa akun Whysodank menjual data pribadi pengguna 
Tokopedia yang ternyata berjumlah juta 91 akun di sebuah forum 
darkweb yang bernama EmpireMarket. Pada forum tersebut, 
Whysodank menggunakan akun dengan atas nama ShinyHunters. 
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Situs Hackread.com kemudian mengungkapkan akun-akun 
tersebut dijual dengan harga $5000 atau 74 juta rupiah 
Selanjutnya, Tokopedia kemudian mengklaim dan memeriksa 
bahwa data pembayaran pengguna seperti kartu debit, credit card 
dan OVO masih terjaga keamanannya dan menyatakan keamanan 
data pribadi sebagai prioritas utama Setelah rangkaian peristiwa 
tersebut, Pada tanggal 6 Mei 2020, Komunitas Konsumen 
Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing melakukan 
gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai 
Tergugat I dan Tokopedia sebagai Tergugat II. Gugatan tersebut 
teregister secara e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 
Nomor Register 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dan telah 
disidangkan pada 10 Juni 2020 lalu. KKI mengaku telah menerima 
beberapa pengaduan sehubungan dengan penguasaan data pribadi 
pemilik akun tokopedia tanpa persetujuan pemilik akun. Data 
pribadi tersebut berupa user id email, tanggal lahir, jenis kelamin 
dan nomor telepon. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun 
mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan 
secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian 
hari.   
Dalam petitumnya KKI (Komunitas komsumen Indonesia) 
menyampaikan tuntutan salah satunya adalah permintaan agar 




Elektronik atas nama Tokopedia, menghukum Tokopedia dengan 
membayar denda administratif sebesar Rp 100 miliar yang 
disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak 
putusan perkara berkekuatan hukum tetap, dan meminta 
Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan pernyataan 
tanggung jawab yang dimuat di tiga media cetak Indonesia, yaitu 
Bisnis Indonesia, Kompas, dan Jakarta Post. Selain itu, KKI juga 
meminta pengadilan untuk memerintahkan kepada tergugat II (PT. 
Tokopedia) untuk memberitahukan secara tertulis kepada para 
pemilik akun Tokopedia terkait rincian data pribadi yang telah 
dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik akun. 53 
b) Penyelesaian Start-up Tokopedia dalam Kasus Kebocoran 
Data Pribadi Pengguna 
Kegiatan yang terdapat dalam kasus kebocoran data pribadi 
Tokopedia termasuk dalam ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3 PP PSTE 
2019, PSE memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan 
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab 
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 
PSE bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan 
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Sistem Elektronik tersebut.54 Berikut ini merupakan analisis 
terhadap tanggung jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran 
Data Pribadi Pengguna. 
c) Penyelesaian Start-up Tokopedia dalam melindungi Data 
Pribadi dari pemrosesan data secara melawan hukum 
Jika dianalisis terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan 
Hukum, maka didapat hasil sebagai berikut: 
1) Unsur perbuatan  
Perbuatan yang terjadi adalah kelalaian dari PT Tokopedia 
dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi 
pengguna.  
2) Unsur perbuatan yang melawan hukum 
 Terjadinya kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran 
terhadap kewajiban Tokopedia dalam prinsip-prinsip 
perlindungan data pribadi, terutama dalam hal menjaga 
keamanan dan kerahasiaan pemilik data sebagaimana yang 
diatur dalam:  
a) Pasal 16 ayat (1) huruf b. UU ITE, PSE wajib 
mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi beberapa 
persyaratan minimum, salah satunya adalah melindungi 
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kerahasiaan Informasi Sistem Elektronik bagian darinya 
adalah data pribadi pengguna; 
 b) Pasal 59 ayat (2) huruf g. PP PMSE yang menyebutkan 
kewajiban untuk memiliki sistem pengamanan yang patut 
serta tanggung jawab atas kerugian yang tak terduga pada 
setiap pemrosesan data pribadi secara melawan hukum;  
c) Pasal 14 ayat (1) huruf e. PP PSTE 2019, bahwa PSE 
wajib untuk melindungi keamanan data pribadi dari 
kehilangan, penyalahgunaan, c) Pasal 14 ayat (1) huruf e. PP 
PSTE 2019, bahwa PSE wajib untuk melindungi keamanan 
data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, 119 akses, dan 
pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau 
perusakan data pribadi; dan 
 d) Pasal 26 Permenkominfo 20/2016 tentang Hak Pemilik 
Data Pribadi, yang mana salah satunya adalah hak pemilik 
data atas kerahasiaan data pribadinya; 
 3) Unsur kesalahan  
Unsur kesalahan yang terjadi dapat berupa kelalaian. PMH 




KUHPerdata. Suatu perbuatan data dianggap sebagai kelalaian 
apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut:55 
a) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang 
mestinya dilakukan; 
 b) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;  
c) Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;  
d) Adanya kerugian bagi orang lain;  
e) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan 
kerugian yang timbul.  
Dalam dunia hukum mengenal teori terkait dengan tingkat kelalaian, 
yaitu: 1) kelalaian ringan (slight negligence); 2) kelalaian biasa 
(ordinary) negligence); 3) kelalaian berat (gross negligence.). Dalam 
hal kelalaian berat (gross negligence) sendiri terdapat pembedaan 
sebagai berikut: 
1) Beratnya tingkat kehati-hatian, standar beratnya tingkat kehati-
hatian terdapat pada indikator-indikator berikut:  
a) Pengangkut publik memiliki tingkat kehati-hatian yang 
lebih tinggi daripada yang bukan. 
b) Penjaga alat-alat berbahaya seperti penjaga bahan peledak, 
listrik bertegangan tinggi, dl 
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c) orang-orang yang merupakan pelaku kegiatan riskan, 
seperti professional (dokter, lawyer, insinyur) memiliki 
tingkat kehati-hatian yang tinggi sehingga kelalaian yang 
dilakukan termasuk dalam kelalaian berat. 
2)   Beratnya tingkat kelalaian;  
3) Perbuatan kecerobohan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan 
resiko tidak layak berupa bahaya bagi tubuh seseorang dan resiko 
yang sangat besar. Dalam kasus tersebut, PT Tokopedia tidak 
melakukan kewajiban kehatihatian dalam menjaga keamanan 
perlindungan data pribadi pengguna. Kewajiban kehati-hatian 
merupakan asas dalam pemanfataan Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik, yang mana maksudnya kehati-hatian adalah 
harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi mendatangkan 
kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. PSE 
merupakan pengembang amanat dalam penyimpanan data pribadi 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Tokopedia adalah perusahaan teknologi yang memiliki reputasi 
besar di Indonesia. Selain itu tokopedia juga memegang data 
pribadi pengguna dalam jumlah sangat besar (91 juta akun) 
sehingga PT Tokopedia memilik kewajiban kehati-hatian yang 
tinggi serta tingkat kelalaian berat apabila terjadi kelalaian dalam 




4). Kerugian,  
      Kerugian yang dialami pengguna adalah kerugian immaterial 
berupa perasaan was-was, kekhawatiran, dan kehilangan rasa aman 
karena data pribadi berada yang tersebar di dunia maya. Perasaan 
was-was ini mengganggu ketenangan para pengguna Tokopedia. 
Perasaan was-was tersebut juga didasarkan pada kerugian di masa 
yang akan datang berupa ancaman serangan kejahatan siber seperti 
phising, social engineering, dan ancaman perbuatan melawan hukum 
lainnya yang membahayakan para pengguna Tokopedia PP PMSE 
juga mengenal “kerugian tak terduga” sebagai bagian dari tanggung 
jawab penyelenggara sistem elektronik. Potensi kerugian seperti 
ancaman kejahatan siber di masa mendatang dapat menjadi bagian 
dari kerugian tak terduga sebagaimana yang diakomodir dalam PP 
PMSE. Selain itu, kerugian pelanggaran privasi juga telah terjadi 
sebagaimana aduan dari pengguna Tokopedia kepada Komunitas 
Konsumen Indonesia (KKI) tentang kontak mereka yang dihubungi 
oleh nomor-nomor anonim. 
5)   Kausalitas antara perbuatan dan kerugian Berdasarkan teori hubungan 
kausalitas proximate causa, sebab yang dipertimbangkan adalah 
sebab-sebab menurut keadaannya paling mudah menimbulkan akibat. 
Jika dilihat dalam kasus kebocoran data pribadi ini, sebab yang paling 




telah menimbulkan akibat perasaan was-was, kekhawatiran, dan 
hilangnya rasa aman pengguna. 
d) Tanggung Jawab Perdata Start-up PT Tokopedia 
 
 Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, PT Tokopedia 
dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban 
ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi umum, yaitu biaya, rugi, 
bunga yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata dan ganti rugi 
khusus yang diatur dalam Pasal 1365- 1380 KUHPerdata. Ganti rugi 
dapat berupa yang berhubungan dengan tekanan mental dan kerugian di 
masa yang akan datang. Ganti rugi yang berhubungan 128 dengan 
tekanan mental merupakan ganti rugi yang pada umumnya pemberian 
sejumlah uang terhadap korban dari Perbuatan Melawan Hukum yang 
mengalam kerugian berupa tekanan mental. Ganti rugi ini dikenal 
dengan istilah ganti rugi immateriil. Contoh-contoh tekanan mental 
karena perbuatan melawan hukum adalah rasa sakit, rasa malu, tekanan 
jiwa, stress, nama baik, rasa takut yang berlebihan, dll. Ganti rugi untuk 
kerugian yang akan datang (future lost) diberikan terhadap kerugian 









e) Tanggung Jawab Adminsistratif 
Tanggung jawab administratif diatur dalam Pasal 100 PP PSTE 2019 
dan Pasal 36 Permenkominfo 20/2016. Dalam PP PSTE, sanksi 
administratif yang dijatuhkan adalah berupa:  
a) teguran tertulis;  
b) denda administratif;  
c) penghentian sementara;  
d) pemutusan Akses; dan/atau  
e) dikeluarkan dari daftar.  
Sedangkan pengaturan pada Permenkominfo 20/2016 menambahkan 
kewajiban pengumuman di situs dalam jaringan dalam sanksi 
administratifnya sebagaimana terdapat Pasal 36 yang terdiri dari: a) 
peringatan lisan; b) peringatan tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; 








   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait 
Problematika pendirian Perusahaan Start-up, maka penulis dapat 
merumuskan simpulan sebagai berikut : 
1. Perusahaan start-up memiliki beberapa masalah yang 
menghambat perkembangan perusahaan start-up di masa depan 
untuk itu perusahaan start-up harus memperhatikan masalah-
masalah antara lain :  
a) Perusahaan start up wajib memiliki badan hukum yang 
jelas, perusahaan start up dapat membentuk badan hukum 
Commandataire Vennooschap (CV) atau Perseroan 
Terbatas (PT)  
b) Perusahaan start-up yang akan didirikan wajib memiliki 
Perizinan dan dokumen legalitas untuk mendirikan 
perusahaan antara lain Surat Keterangan Domisili 
Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
atas nama perusahaan serta Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) 
c) Problem legalitas perusahaan start-up menyangkut regulasi 




dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu 
negara. 
d) Tantangan hukum berikutnya yang perlu dicermati antara 
lain Perlindungan hukum pada perusahaan start-up karena 
pelaku usaha bisnis start-up dalam aktivitasnya harus 
melindungi aset-aset mereka maupun dari segi bisnisnya 
sendiri. 
e) Problem perpajakan merupakan salah satu instrumen yang 
dimiliki negara dalam mensukseskan pembangunan.pajak 
secara rutin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan 
Start-up yang sudah berbadan hukum. 
2. Penyelesaian problematika pada perusahaan start up PT 
Tokopedia dapat dimintai tanggung jawab Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH) oleh penggunanya. Adapun PMH yang terjadi 
didasarkan pada kelalaian PT Tokopedia dalam menjaga 
keamanan Sistem Elektronik yang melanggar prinsip kerahasiaan 
dalam perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan 
terjadinya kebocoran data dan sikap PT Tokopedia yang tidak 
melakukan prosedur pemberitahuan secara spesifik mengenai 
rincian data yang dicuri serta alasan dan penyebab terjadinya 
kegagalan perlindungan data pribadi. kerugian pengguna PT 
Tokopedia berupa perasaan was-was, khawatir, serta 




dunia maya. Tersebarnya data pribadi tersebut memberi potensi 
yang sangat besar bagi pengguna menjadi korban dari kejahatan 
siber. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi 
yang merupakan hak asasi dan dilindungi secara konstitusional. 
Model tanggung jawab dalam UU ITE dan turunannya adalah 
presumption liability 132 sehingga dalam hal kebocoran data 
pribadi ini beban pembuktian terletak pada PT Tokopedia. PT 
Tokopedia yang memiliki kewajiban bahwa ia tidak bersalah. 
  
B. SARAN 
1. Perlunya  perusahaan start-up harus terlebih dahulu mengetahui 
dan memahami problematika yang terjadi dalam pendirian 
perusahaan start-up di Indonesia dan upaya yang harus di lakukan 
untuk menghindari problematika perusahaan harus melengkapi 
syarat syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku di indonesia. 
2. Pendirian perusahaan start-up masih banyak ditemukan 
pelanggaran, untuk itu perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi 
terhadap pelanggaran tersebut dengan membuat payung hukum 
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